WALIKOTA MOJOKERTO

Mojokerto, 13 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah, dan
Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto

di-
MOJOKERTO

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 544/417.403/2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 800/361/417.403/2020 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah,
serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan
Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Maka dipandang perlu melakukan
perubahan atas Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 800/4057/417.403/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 800/361/417.403/2020
tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto.

1) Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal
(Work from Home)
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home)
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai
dengan Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 800/3319/417.403/2020
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor
800/361/417.403/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi



ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, diperpanjang sampai dengan
29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja agar memastikan bahwa

pelaksanaan Work From Home tidak mengganggu kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di

Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing;

Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar

e Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menentukan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan/atau tenaga non PNS yang bertempat tinggal di wilayah
dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk
melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home)
selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tempat
tinggalnya.

e Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran PNS dan/atau
tenaga non PNS sebagaimana tersebut diatas di kantor, maka Kepala
Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat secara selektif dan akuntabel
menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan
tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Selama Masa Pandemi COVID-

19

e Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga non PNS dapat
melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas
negara dan/atau batas wilayah administratif Kota Mojokerto, dengan
memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Nomor 4 Tahun 2020 sebagai berikut;

1) Pelayanan percepatan penanganan COVID-19;

2) Pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum;

3) Pelayanan kesehatan;

4) Pelayanan kebutuhan dasar;

5) Pelayanan pendukung layanan dasar:;

6) Pelayanan fungsi ekonomi penting.

e Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diatas,
maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk memastikan agar:

a. Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada PNS
dan/atau tenaga non PNS dilaksanakan secara selektif, akuntabel,
dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi
pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan
Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat
Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan






